
 
 

BUPATI WONOGIRI 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

 

NOMOR 17 TAHUN 2012 

 

T E N T A N G 

  

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2012 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI WONOGIRI 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan 

asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran 

antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan 

yang menyebabkan sisa lebih tahun berjalan sebelumnya harus 

digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu 

dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 ;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan  

dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2012; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 
 

  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

 

 

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421) ; 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049 ).  

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ; 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4574) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578) ; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 Tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil; 

23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 

Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 

Nomor 4) 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

dan 

BUPATI WONOGIRI 

 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

TAHUN ANGGARAN 2012 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah                  

Rp. 1.331.062.386.715,00.bertambah sejumlah Rp. 128.605.993.799,00 sehingga menjadi            

Rp. 1.459.668.380.514,00 dengan rincian sebagai berikut : 
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1. Pendapatan 

daerah 

      

 a. Semula 

 

Rp. 1.241.148.850.766,00     

 b. Bertambah  

 

Rp. 83.927.453.811,00  

(+) 

   

 Jumlah 

Pendapatan 

setelah Perubahan 

   Rp. 1.325.076.304.577,00  

2. Belanja Daerah       

 a. Semula 

 

Rp. 1.331.062.386.715,00     

 b. Bertambah  

  

Rp. 128.605.993.799,00  

(+) 

   

 Jumlah Belanja 

setelah Perubahan 

   Rp. 1.459.668.380.514,00 (-) 

     (Defisit) setelah 

Perubahan 

Rp. (134.592.075.937,00)  

3. Pembiayaan 

Daerah 
      

 Penerimaan       

 a. Semula 

 

Rp. 107.084.918.976,00     

 b. Bertamba  

 

     48.399.856.988,00  

(+) 

   

 Jumlah 

Penerimaan 

setelah Perubahan 

   Rp. 155.484.775.964,00  

 Pengeluaran       

 a. Semula 

 

Rp. 17.171.383.027,00     

 b. Bertambah  

 

Rp. 3.721.317.000,00  

(+) 

   

 Jumlah 

Pengeluaran 

setelah Perubahan 

   Rp. 20.892.700.027,00  

(-) 

Pembiayaan Neto  setelah 

Perubahan 

                          Rp     134.592.075.937,00 

     

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp.                      0,00 

 

  



 5 

Pasal  2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah     

 1) Semula   Rp. 75.187.258.409,00     

 2) Bertambah Rp. 6.792.839.540,00 (+)  

 Jumlah Pendapatan Asli 

Daerah setelah Perubahan 

  Rp. 81.980.097.949,00 

 

b. Dana Perimbangan     

 1) Semula   Rp. 947.622.716.357,00     

 2) Bertambah Rp. 190.901.636,00                          (+)  

 Jumlah Dana Perimbangan 

setelah Perubahan 

  Rp. 947.813.617.993,00 

 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah     

 1) Semula   Rp. 218.338.876.000 ,00     

 2) Bertambah Rp. 76.943.712.635,00                          (+)  

 Jumlah Lain-lain Pendapatan 

yang sah setelah Perubahan 

  Rp. 295.282.588.635,00 

 

(2)  Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis 

pendapatan  : 

a. Pajak Daerah     

 1) Semula   Rp.  9.253.000.000,00   

 2) (berkurang) Rp. (300.000.000,00)                         (-)  

 Jumlah Pajak Daerah setelah 

Perubahan 

  Rp. 8.953.000.000,00 

 

b. Retribusi Daerah     

 1) Semula   Rp. 20.136.249.000 ,00     

 2) Bertambah Rp. 584.714.020,00                          (+)  

 Jumlah Retribusi Daerah 

setelah Perubahan 

  Rp. 20.720.963.020,00 

 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan 

    

 1) Semula   Rp. 5.321.509.409,00     

 2) Bertambah Rp. 604.125.520,00                                                    (+)  

 Jumlah Hasil Pengelolaan 

kekayaan daerah yang 

dipisahkan setelah Perubahan 

  Rp. 5.925.634.929,00 
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d. Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang sah 

    

 1) Semula   Rp. 40.476.500.000 ,00     

 2) Bertambah Rp. 5.904.000.000,00                          (+)  

 Jumlah Lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah yang sah setelah 

Perubahan 

  Rp. 46.380.500.000,00 

 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis  

       pendapatan : 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan 

Pajak 

    

 1) Semula   Rp. 44.091.088.357,00     

 2) Bertambah Rp. 190.901.636,00                         (+)  

 Jumlah Dana Bagi Hasil 

Pajak/Bukan Pajak setelah 

Perubahan 

  Rp. 44.281.989.993,00 

b. Dana Alokasi Umum     

 1) Semula   Rp. 828.479.528.000,00     

 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00                            

 Jumlah Dana Alokasi Umum 

setelah Perubahan 

  Rp. 828.479.528.000,00 

c. Dana Alokasi Khusus     

 1) Semula   Rp. 75.052.100.000 ,00     

 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00                                                       

 Jumlah Dana Alokasi Khusus 

setelah Perubahan 

  Rp. 75.052.100.000,00 

(4) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis 

pendapatan : 

a. Hibah     

 1) Semula   Rp. 0,00     

 2) Bertambah Rp. 686.799.090,00 (+)  

 Jumlah Hibah setelah 

Perubahan 

  Rp. 686.799.090,00 

b. Dana Darurat     

 1) Semula   Rp. 0,00     

 2) Bertambah/(berkurang) Rp.                             0,00                           

 Jumlah Dana Darurat setelah 

Perubahan 

  Rp. 0,00 

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari 

Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya  
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 1) Semula   Rp. 28.496.245.000,00     

 2) Bertambah Rp. 23.939.772.203,00                          (+)  

 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak 

dari Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya setelah 

Perubahan 

  Rp. 52.436.017.203,00 

d. Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus 

    

 1) Semula   Rp. 133.261.624.000,00     

 2) Bertambah Rp. 50.564.856.000,00                          (+)  

 Jumlah Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus setelah 

Perubahan 

  Rp. 183.826.480.000,00 

e Bantuan Keuangan dari 

Provinsi atau dari Pemerintah 

Daerah Lainnya  

    

 1) Semula   Rp. 56.581.007.000 ,00     

 2) Bertambah Rp. 1.752.285.342,00                            (+)  

 Jumlah Bantuan Keuangan dari 

Provinsi atau dari Pemerintah 

Daerah Lainnya setelah 

Perubahan 

  Rp. 58.333.292.342,00 

   
Pasal 3 

 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung     

 1) Semula   Rp. 955.909.679.065,00     

 2) Bertambah Rp. 80.575.629.209,00                          (+)  

 Jumlah Belanja Tidak 

Langsung setelah Perubahan 

  Rp. 1.036.485.308.274,00 

b. Belanja Langsung     

 1) Semula   Rp. 375.152.707.650,00     

 2) Bertambah Rp.  48.030.364.590,00                          (+)  

 Jumlah Belanja Langsung 

setelah Perubahan 

  Rp. 423.183.072.240,00 

 

(2) Belanja Tidak Langsung  sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

belanja : 

 

a. Belanja Pegawai     

 1) Semula   Rp. 848.641.777.029,00     

 2) Bertambah Rp. 72.645.934.085,00                         (+)  

 Jumlah Belanja Pegawai 

setelah Perubahan 

  Rp. 921.287.711.114,00 
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b. Belanja Bunga     

 1) Semula   Rp. 0,00     

 2) Bertambah/(berkurang) Rp.                              0,00                           

 Jumlah Belanja Bunga setelah 

Perubahan 

  Rp. 0,00 

c. Belanja Subsidi     

 1) Semula   Rp. 611.804.000,00     

 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00                            

 Jumlah Belanja Subsidi setelah 

Perubahan 

  Rp. 611.804.000,00 

d. Belanja Hibah     

 1) Semula   Rp. 27.941.250.000,00     

 2) Bertambah Rp. 3.778.000.000,00 (+)  

 Jumlah Belanja Hibah setelah 

Perubahan 

  Rp. 31.719.250.000,00 

e. Belanja Bantuan Sosial     

 1) Semula   Rp. 1.675.000.000,00     

 2) Bertambah Rp. 2.687.500.000,00                          (+)  

 Jumlah Belanja Bantuan Sosial 

setelah Perubahan 

  Rp. 4.362.500.000,00 

f. Belanja Bagi Hasil     

 1) Semula   Rp. 23.688.122.036,00     

 2) Bertambah Rp.   280.464.455,00                          (+)  

 Jumlah Belanja Bagi Hasil 

setelah Perubahan 

  Rp. 23.968.586.491,00 

g. Belanja Bantuan Keuangan      

 1) Semula   Rp. 49.690.250.000,00     

 2) Bertambah Rp. 1.183.730.669,00                         (+)  

 Jumlah Belanja Bantuan 

Keuangan setelah Perubahan 

  Rp. 50.873.980.669,00 

h. Belanja Tidak terduga      

 1) Semula   Rp. 3.661.476.000,00     

 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00                            

 Jumlah Belanja Tidak terduga 

setelah Perubahan 

  Rp. 3.661.476.000,00 

 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 
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a. Belanja Pegawai      

 1) Semula   Rp. 41.452.226.500,00     

 2) Bertambah Rp. 3.391.126.250,00                         (+)  

 Jumlah Belanja Pegawai 

setelah Perubahan 

  Rp. 44.843.352.750,00 

b Belanja Barang dan Jasa     

 1) Semula   Rp. 129.400.249.500,00     

 2) Bertambah Rp. 18.541.403.690,00                          (+)  

 Jumlah Belanja Barang dan 

Jasa setelah Perubahan 

  Rp. 147.941.653.190,00 

c Belanja Modal     

 1) Semula   Rp. 204.300.231.650,00     

 2) Bertambah Rp.  26.097.834.650,00                          (+)  

 Jumlah Belanja Modal setelah 

Perubahan 

  Rp. 230.398.066.300,00 

 

Pasal 4 

 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari : 

a Penerimaan     

 1) Semula   Rp. 107.084.918.976,00     

 2) Bertambah Rp.   48.399.856.988,00                         (+)  

 Jumlah Penerimaan setelah 

Perubahan 

  Rp. 155.484.775.964,00 

b. Pengeluaran     

 1) Semula   Rp. 17.171.383.027,00     

 2) Bertambah Rp. 3.721.317.000,00                          (+)  

 Jumlah Pengeluaran setelah 

Perubahan 

  Rp. 20.892.700.027,00 

 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Anggaran 

sebelumnya (SILPA) 

    

 1) Semula   Rp. 101.975.918.976,00     

 2) Bertambah Rp. 47.398.856.988,00                              (+)  

 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Anggaran 

sebelumnya (SILPA) setelah 

Perubahan 

  Rp. 149.374.775.964,00 
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b. Pencairan Dana Cadangan     

 1) Semula   Rp. 0,00     

 2) Bertambah/(berkurang) Rp.                              0,00                            

 Jumlah Pencairan Dana 

Cadangan setelah Perubahan 

  Rp. 0,00 

c. Hasil Penjualan Kekayaan 

Daerah Yang Dipisahkan 

    

 1) Semula   Rp. 0,00     

 2) Bertambah/(berkurang) Rp.                              0,00                            

 Jumlah Hasil Penjualan 

Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan setelah Perubahan 

  Rp. 0,00 

d. Penerimaan Pinjaman Daerah     

 1) Semula   Rp. 0,00     

 2) Bertambah/(berkurang) Rp.                              0,00                           

 Jumlah Penerimaan Pinjaman 

Daerah setelah Perubahan 

  Rp. 0,00 

e. Penerimaan kembali 

Pemberian Pinjaman 

    

 1) Semula   Rp. 0,00     

 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00                                                         

 Jumlah Penerimaan kembali 

Pemberian Pinjaman setelah 

Perubahan 

  Rp. 0,00 

f. Penerimaan Piutang Daerah     

 1) Semula   Rp. 5.109.000.000,00     

 2) Bertambah Rp. 1.001.000.000,00                                                       (+)  

 Jumlah Penerimaan Piutang 

Daerah setelah Perubahan 

  Rp. 6.110.000.000,00 

      

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Pembentukan Dana Cadangan     

 1) Semula   Rp. 0,00     

 2) Bertambah/(berkurang) Rp.                              0,00                           

 Jumlah Pembentukan Dana 

Cadangan setelah Perubahan 

 

 

 

 

 

 

  Rp. 0,00 
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b. Penyertaan Modal (investasi) 

Pemerintah Daerah 

    

 1) Semula   Rp. 17.171.383.027,00     

 2) Bertambah Rp. 3.525.142.000,00                         (+) 

 

 

 

 

Jumlah Penyertaan Modal 

(investasi) Pemerintah Daerah 

setelah Perubahan 

  Rp. 20.696.525.027,00 

c. Pembayaran Pokok Utang     

 1) Semula   Rp. 0,00     

 2) Bertambah Rp. 196.175.000,00 (+)  

 Jumlah Pembayaran Pokok 

Utang setelah Perubahan 

  Rp. 196.175.000,00 

d. Pemberian Pinjaman Daerah     

 1) Semula   Rp. 0,00     

 2) Bertambah/(berkurang) Rp.   0,00                           

 Jumlah Pemberian Pinjaman 

Daerah setelah Perubahan 

  Rp. 0,00 

 

Pasal 5 

 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam   

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah  ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I

  

Ringkasan  Perubahan APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ; 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi, Program dan Kegiatan; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka 

Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;  

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum 

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah; 
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Pasal 6 

 

Dalam keadaan Darurat, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tesedia 

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau 

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan kriteria: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat 

dipredisikan sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang 

disebabkan oleh keadaan darurat. 

 

Pasal 7 

 

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan. 
  

Pasal 8 

 

Peraturan Daerah  ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri. 

 

 Ditetapkan di Wonogiri 

pada tanggal 22 Oktober 2012        

BUPATI WONOGIRI 

 

Cap. ttd. 

 

DANAR RAHMANTO 

 

 

 

Diundangkan di Wonogiri 

pada tanggal 22 Oktober 2012 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 

 

Cap. ttd. 

 

                    BUDISENA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012 

NOMOR 17 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Salinan sesuai dengan aslinya, 

Kepala Bagian Hukum 

 

 

WIYANTO, SH, M. Si. 

NIP. 19700904 199803 1 009 

 


